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PERUMAHAN RAKYAT

A. Umum

Dalam rangka meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dimana salah satu
karakteristik kualitatif Laporan Keuangan adalah harus menyajikan
informasi yang andal, maka perlu dilakukan rekonsiliasi internal dan
eksternal laporan keuangan satuan kerja di Kementerian Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat, Rekonsiliasi satuan kerja tersebut
terdiri atas Rekonsiliasi Internal Satuan Kerja dan Rekonsiliasi

Eksternal dengan menggunakan dengan e-rekon & LK.



Berdasarkan hal tersebut di atas perlu menetapkan Prosedur

Rekonsiliasi Internal dan Eksternal Laporan Keuangan Satuan Kerja

di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Dasar Pembentukan

1.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 51653);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2013 tentang
Pedoman Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan
Keuangan lingkup Bendahara Umum Negara dan Kementerian
Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 1614);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang
Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1617);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 278/PMK.05/2014 tentang
Perubahan PMK No. 154/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan
Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2100);

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 881);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang

Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan

- Kementerian Negara/Lembaga; (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 1413);

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Nomor 20/PRT/M/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja gjnit



Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 817).

Maksud Dan Tujuan

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai panduan bagi Satuan
Kerja melakukan rekonsiliasi internal, dan eksternal dengan
menggunakan e-rekon & LK dalam menyusun Laporan Keuangan

di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Surat Edaran ini bertujuan untuk mewujudkan Laporan
Keuangan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
yang berkualitas, akurat dan andal sesuai standar akuntansi

pemerintahan.

Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Surat Edaran Menteri ini meliputi Rekonsiliasi
internal dan rekonsiliasi eksternal menggunakan e-rekon & LK

vang terdiri atas:

1. Rekon Akun Kas di Bendahara Pengeluaran / Penerimaan dan

Kas Lainnya;
2. Persediaan;
3. Aset Tetap;
4. Pagu Belanja;
5. Realisasi Belanja;
6. Realisasi Pengembalian Belanja; dan

7. Estimasi Pendapatan, Realisasi Pendapatan dan Uang

Persediaan.



k.

Pengertian

1.

Rekonsiliasi adalah proses mencocokan data transaksi
keuangan yang diproses dengan beberapa sistem/subsistem

yang berbeda berdasarkan dokumen sumber yang sama.

Sistem Akuntansi Pusat (SiAP) adalah serangkaian prosedur
manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari
pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai
dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan

pada Kementerian Keuangan selaku BUN.

Sistem Akuntansi Instansi (SAI) adalah serangkaian
prosedur dalam siklus akuntansi yang dilaksanakan pada
lingkup K/L yang dalam pelaksanaannya memproses
transaksi keuangan, barang, dan transaksi lainnya untuk
menghasilkan laporan keuangan yang dapat bermanfaat

bagi pengguna laporan keuangan.

Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual yang selanjutnya
disingkat SAIBA adalah merupakan aplikasi akuntasi
pemerintah pusat dalam rangka menghasilkan laporan
keuangan berbasis akrual, yang merupakan hasil modifikasi
dari dari aplikasi SAI agar sesuai dengan Sistem Akuntansi

Pemerintah Pusat (SAPP) terkini dan peraturan lainnya.

Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara yang
selanjutnya disingkat SPAN adalah sebuah sistem yang
dirancang dengan mengintegrasikan proses penganggaran,
pelaksanaan dan pelaporan keuangan Negara sehingga
diperoleh laporan keuangan akurat yang melalui proses

akuntabel dan transparan.

Rencana Kerja Anggaran Kementerian Negara/Lembaga yang
selanjutnya disingkat RKA-K/L adalah dokumen keuangan
tahunan Kementerian Negara/Lembaga yang disusun

menurut Bagian Anggaran Kementerian



10.

11.

12,

13.

14.

15.

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat
DIPA adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang digunakan
sebagai acuan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan kegiatan

pemerintahan sebagai pelaksanaan APBN.

Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat
PNBP adalah seluruh penerimaan pemerintah pusat yang tidak

berasal dari pajak.

Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP
adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPK vyang berisi

permintaan pembayaran tagihan kepada negara.

Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah
dokumen yang diterbitkan oleh PP-SPM untuk mencairkan dana

yang bersumber dari DIPA atau dokumen yang dipersamakan.

Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D
adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa
Bendahara Umum Negara untuk pelaksanaan pengeluaran atas

beban APBN berdasarkan SPM.

Bukti Penerimaan Negara yang selanjutnya disingkat BPN adalah
dokumen yang diterbitkan oleh Bank Persepsi/Bank Devisa
Persepsi/Pos Persepsi atas transaksi penerimaan negara dengan
teraan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) dan Nomor
Transaksi Bank (NTB) atau NTPN dan Nomor Transaksi Pos
(NTP).

Aplikasi e-rekon & LK aplikasi berbasis web yang digunakan

untuk menerima ADK rekonsiliasi dari satker.

Berita Acara Hasil Rekonsiliasi adalah Dokumen yang
menyatakan bahwa  proses rekonsiliasi telah  dilaksanakan
dan/atau telah menunjukkan hasil yang sama antara data

Sistem Akuntansi Pusat (SiAP) dan Sistem Akuntansi Instansi.

Online monitoring SPAN (OMSPAN) adalah Aplikasi berbasis WEB

yang dapat diakses melalui jaringan Intranet dan Internet yang
-5.-



16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

digunakan untuk melakukan monitoring transaksi SPAN dan

menyajikan reporting sesuai kebutuhan.

Sistem Aplikasi Satker (SAS) adalah aplikasi yang digunakan
untuk membuat Surat Perintah Membayar (SPM) dan juga
beberapa fungsi terpadu lainnya dalam rangka pelaksanaan

APBN.

Sistem Informasi PNBP Online yang selanjutnya disebut SIMPONI
merupakan aplikasi yang memfasilitasi pembayaran/penyetoran

PNBP dan penerimaan non anggaran.

Data SAI adalah data yang diproses pada Aplikasi SAIBA di

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Data SiAP adalah data yang diproses pada Aplikasi Sistem
Akuntansi Bendahara Umum Negara (SA-BUN) di Kementerian

Keuangan.

Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disebut BUN adalah

pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi BUN.

Kuasa Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disebut Kuasa
BUN adalah pejabat yang memperoleh kewenangan untuk dan
atas nama BUN melaksanakan fungsi pengelolaan Rekening Kas

Umum Negara.

Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban
pemerintah atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan
Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas

Laporan Keuangan.

Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya
disingkat UAKPA adalah Unit Akuntansi Instansi yang
melakukan kegiatan akuntansi dan pelaporan tingkat satuan

kerja.



24.

25.

26.

27.

28.

Pendapatan adalah semua penerimaan Kas Umum Negara
(KUN) yang menambah ekuitas pada neraca dalam periode
tahun yang bersangkutan.

Estimasi Pendapatan adalah perkiraan penerimaan yang
tertuang dalam DIPA.

Belanja adalah semua pengeluaran Kas Umum Negara yang
mengurangi ekuitas pada neraca dalam periode tahun yang
bersangkutan.

Surat Perintah Pembukuan/ Pengesahan yang selanjutnya
disingkat SP3 adalah surat perintah yang diterbitkan oleh
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Khusus Pinjaman
dan Hibah (KPPN-KPH) selaku Kuasa Bendahara Umum
Negara, yang fungsinya dipersamakan sebagai Surat Perintah
Membayar/ Surat Perintah Pencairan Dana kepada Bank
Indonesia dan satuan kerja untuk dibukukan/ disahkan
sebagai penerimaan dan pengeluaran dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara atas realisasi penarikan
PHLN melalui tata cara pembayaran langsung, L/C.

Memo Pencatatan Hibah Langsung Bentuk
Barang/Jasa/Surat Berharga (MPHL-BJS) adalah dokumen

sumber untuk pencatatan Hibah Langsung.

Pelaksana Rekonsiliasi

Pelaksana Rekonsiliasi ini dilaksanakan oleh:

1.

Satuan Kerja Tetap Pusat dimana Kepala/Kuasa Pengguna
Anggaran dijabat oleh Eselon II di tingkat Pusat.

2. Satuan Kerja Balai Besar/Balai.

3. Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) dan Satuan Kerja

yang khusus mengelola Bagian Anggaran 999 di Kementerian

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.



4. Satuan Kerja Perangkat Daerah Tugas Pembantuan (SKPD-TP)
Bidang Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah Dekonsentrasi (SKPD-DEKON)]
Bidang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
G. Tujuan Rekonsiliasi antara lain:
1. Rekonsiliasi Internal Satuan Kerja bertujuan untuk:

a. Memastikan keakuratan dan keandalan data yang tersaji
dalam neraca yang terkait persediaan dan aset.

b. Mencocokkan antara data yang diproses dalam aplikasi
SAIBA dengan data yang diproses dalam aplikasi SIMAK
BMN.

c. Mencocokkan saldo kas di neraca aplikasi SAIBA dengan
saldo kas di Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara.

2. Rekonsiliasi Eksternal dengan e-rekon & LK bertujuan untuk:

a. Memastikan keakuratan dan keandalan data yang tersaji
dalam Laporan Realisasi Anggaran Belanja dan Laporan
Realisasi Pendapatan .

b. Mencocokkan antara data yang diproses dalam aplikasi
SAIBA dengan data yang diproses dalam aplikasi Sistem
Akuntansi Pusat (SiAP) ﬂ

c. Memvalidasi angka yang disajikan didalam neraca sesuai
dengan ketentuan yang berlaku.

H.  Penyelenggaraan Rekonsiliasi

Rekonsiliasi dilakukan dengan prosedur:

1.

Rekonsiliasi Internal Satuan Kerja

Rekonsiliasi internal satuan kerja dilakukan pada tanggal
1 sampai dengan tanggal 5 pada bulan berikutnya. Pengecualian
untuk rekonsiliasi transaksi sampai dengan bulan Juni dan

Desember, sesuai jadwal rekonsiliasi dari Kementerian Keuangan.
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2. Rekonsiliasi Eksternal dengan e-rekon & LK

Rekonsiliasi Satker dengan e-rekon & LK dilaksanakan setiap
bulan paling lambat tanggal 10 pada bulan berikutnya atau
sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh Kementerian

Keuangan.

I. Dokumen Rekonsiliasi

Dokumen yang wajib disiapkan Satker dalam pelaksanaan rekonsiliasi
internal satker dan rekonsiliasi eksternal dengan
e-rekon & LK:

a. Kepala Satker wajib menyediakan dokumen RKA K/L, DIPA,
POK dan revisi, Target dan Pagu Penggunaan PNBP (apabila
satker telah ditetapkan sebagai unit PNBP).

b. Pejabat Penandatangan SPM wajib menyediakan dokumen SPP,
SPM, SP2D,SP3, MPHL-BJS, Persetujuan MPHL-BJS, SP3HL-
BJS.

c. Bendahara Pengeluaran wajib menyediakan dokumen SSBP,

SSPB, Bukti Penerimaan Negara Lainnya, LPJ Bendahara.

J. Hal-Hal yang harus diperhatikan sebelum pelaksanaan e- rekon.

1. Data Persediaan dan SIMAK BMN telah digabungkan dengan data
SAIBA :

e Cek menu realisasi SPM pada BMN pada aplikasi SAIBA,
apabila terdapat perbedaan antara SAK dan SIMAK maka

cek domumen sumber (SP2D dan kontrak).

¢ Cek menu daftar SPM terkait BMN pada aplikasi SIMAK-

BMN, pastikan antara nilai aset sama dengan nilai SPM.

2. Pada Laporan Realisasi Belanja, pastikan setiap akun belanja

tidak ada sisa anggaran minus.

3. Pada Laporan Realisasi Pendapatan, pastikan setiap akun

realisasi pendapatan sesuai dengan tugas dan fungsi satker.



Pada neraca, pastikan tidak ada akun yang belum diregister,
kecuali akun tersebut menggunakan Uang Persediaan (misal
pada persediaan).

Dipastikan tidak ada beban pelepasan penjualan aset pada
Laporan Operasi (LO) kecuali ada Pendapatan Pelepasan
Aset.

Tidak diperkenankan meng-input jurnal umum, jurnal
neraca, jurnal penyesuaian dan jurnal koreksi, kecuali
dilakukan pada akhir tahun dan/atau atas persetujuan KPA
yvang dituangkan dalam Memo Penyesuaian.

Khusus bagi satker yang menggunakan anggaran dengan
sumber dana PHLN wajib menyiapkan daftar Withdrawal
Application (WA) yang belum terbit SP3.

K. Hasil Rekonsiliasi dengan E-Rekon & LK

1.

Apabila diperoleh validitas neraca dan data yang sama antara
SAI dan SiAP serta sudah tidak ada selisih maka KPA dapat
menandatangani Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) yang

ditandatangani oleh Kuasa BUN/KPPN.

Apabila diperoleh data yang berbeda dimana perbedaan
tersebut bukan disebabkan kesalahan data SAI maka
Petugas SAIBA menjelaskan perbedaan tersebut pada Surat
Pernyataan Atas Perbedaan Data Rekonsiliasi.

Khusus Rekonsiliasi Realisasi Pendapatan :

a. Jika pada SiAP terdapat akun pendapatan yang bukan
Tusi Satker seperti Pendapatan Gas Bumi, Pendapatan
Bersih Hasil Penjualan Bahan Bakar Minyak,
Pendapatan Rumah Sakit dan Instansi Kesehatan, maka
Petugas SAIBA menjelaskan pada Surat Pernyataan Atas
Perbedaan Data Rekonsiliasi setelah konfirmasi ke

Bendahara Pengeluaran/Bendahara Penerimaan. Jika
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tidak diakui, maka membuat surat pernyataan atas

perbedaan data rekonsiliasi.

b. Jika pada SiAP terdapat realisasi pendapatan dan satker
tidak memiliki informasi terkait penyetoran pendapatan
tersebut maka satker mencari informasi tersebut pada
aplikasi SIMPONI dan/atau OMSPAN bila melalui
potongan SPM.

Apabila diperoleh data yang berbeda dimana perbedaan
tersebut disebabkan kesalahan data SAI maka petugas SAI
Satuan Kerja segera melakukan konfirmasi ke pejabat

perbendaharaan Satker dan melakukan perbaikan.

Apabila dilakukan perbaikan/upload data ulang pada e-rekon
& LK sedangkan BAR telah diterbitkan, maka satker dapat
membuat surat perihal reset BAR yang ditujukan kepada
KPPN, agar KPPN melakukan reset data tersebut dan satker
dapat melakukan upload data e-rekon & LK terbaru.

Ls Prosedur Rekonsiliasi

Prosedur rekonsiliasi ini terdiri dari prosedur rekonsiliasi internal,

eksternal dan penyelesaian perbedaan hasil rekonsiliasi.

1.

Rekonsiliasi Internal Satuan Kerja

Rekonsiliasi internal di tingkat satuan kerja bertujuan untuk
mencapai keseragaman dan tertib administrasi dalam rangka
penyusunan Laporan Keuangan di Kementerian Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat sebelum dilakukan
rekonsiliasi eksternal dengan KPPN.

a. Prosedur Rekonsiliasi Kas di Bendahara Pengeluaran,

dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Setiap awal tahun petugas SAIBA membandingkan

saldo awal 1 Januari pada akun Kas di Bendahara
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Pengeluaran/ akun Kas di Bendahara Penerimaan
dengan saldo audited, baik satker BLU maupun

non-BLU.

2) Apabila terdapat saldo Uang Persediaan (UP) tahun
lalu yang belum disetor ke kas negara, Petugas
SAIBA melakukan konfirmasi ke Bendahara untuk
menyetor UP tersebut ke bank. Jika tidak terdapat
saldo UP tahun lalu, cocokkan Buku Besar Kas di
Bendahara Pengeluaran dengan saldo di LPJ

Bendahara.

3) Dalam hal terdapat perbedaan pada saldo Kas di
Bendahara Pengeluaran, Petugas SAIBA mencatat
SSBP/NTPN dan SPM/SP2D uang persediaan yang
sudah di validasi namun belum direckam pada

aplikasi SAIBA.

4) Untuk rekonsiliasi Mutasi Uang Persediaan
pastikan Petugas SAIBA telah menginput data
Dokumen SPP/SPM/SP2D Uang Persediaan (UP),
Tambahan  Uang  Persediaan (TUP), Bukti
Penerimaan Negara (BPN) untuk Setoran Sisa
UP/TUP.

b. Prosedur Rekonsiliasi Kas Lainnya di Bendahara dan

Setara Kas, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Setiap awal tahun petugas SAIBA membandingkan
terhadap saldo awal pada akun Kas Lainnya di

Bendahara Pengeluaran dan saldo rekening bank.

2) Apabila terdapat saldo awal pada saldo audited,
petugas  SAIBA  melakukan  konfirmasi ke

Bendahara mengenai perjadin/honor/jasa
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1

giro/tunjangan kinerja yang telah dibagikan

kepada pegawai.

Petugas SAIBA membuat jurnal balik setelah

menerima konfirmasi dari Bendahara.

Petugas SAIBA membandingkan saldo di buku
pembantu LS bendahara pada LPJ Bendahara

dengan saldo kas lainnya di neraca setiap semester.

Dalam hal terdapat perbedaan pada saldo Kas
lainnya di Neraca dengan saldo LS Bendahara pada
LPJ Bendahara, Petugas SAIBA mencatat jumlah
LS Bendahara pada aplikasi SAIBA dengan jurnal

penyesuaian.

c. Prosedur Rekonsiliasi Persediaan, dapat dijelaskan

sebagai berikut:

1)

3)

Setiap awal tahun petugas persediaan melakukan

cross-check saldo awal 1 Januari pada aplikasi

persediaan dengan saldo BMN dan neraca di

aplikasi SAIBA (saldo audited).

e Jika saldo awal tidak sesuai, lakukan
penyesuaian saldo awal dengan petugas SIMAK
BMN dan petugas SAIBA.

Petugas SAIBA mencetak buku besar akun belanja
barang persediaan (5218), belanja barang untuk
pemeliharaan (5231), Belanja Barang untuk
diserahkan kepada Masyarakat/ Pemda (5261)

kemudian menyerahkan pada Petugas Persediaan.

Petugas persediaan membandingkan transaksi
pembelian (barang masuk) pada aplikasi persediaan
dengan realisasi belanja barang yang menghasilkan

persediaan berdasarkan buku besar setiap bulan.
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4)

5)

Petugas persediaan membandingkan transaksi
barang habis pakai berdasarkan dokumen barang
di gudang dari pejabat penerima hasil pekerjaan

(petugas gudang).

Apabila terdapat kekurangan/kelebihan input atas
mutasi masuk/keluar barang Persediaan, maka
Petugas persediaan dapat mengkoreksi dan
kemudian menyerahkan ADK kepada petugas
SIMAK BMN setiap bulan.

Petugas SIMAK BMN mencocokkan  saldo
persediaan antara aplikasi SIMAK BMN dengan
aplikasi persediaan. Setelah sesuai, petugas SIMAK
BMN menyerahkan ADK kepada petugas SAIBA
setiap bulan. Jika tidak sesuai, maka bandingkan
dengan SPM/SP2D terkait persediaan.

d. Prosedur Rekonsiliasi Aset Tetap dan Aset Tidak

Berwujud, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1)

2)

3)

Setiap awal tahun, petugas SAIBA dan petugas
SIMAK BMN melakukan cross-check antara saldo
awal tahun pada aplikasi SIMAK BMN dan neraca
di aplikasi SAIBA (saldo audited).

Petugas SAIBA melakukan pengecekan menu
rekonsiliasi BMN pada aplikasi SAIBA dan
menyampaikan hasilnya (sebagaimana format

terlampir) kepada penanggungjawab BMN.

Jika terdapat perbedaan antara mutasi tambah
BMN dengan realisasi belanja modal, maka
Penanggung jawab BMN mengidentifikasi transaksi
BMN berdasarkan dokumen SPM/SP2D, kontrak,

pengadaaan BMN, dan dokumen terkait lainnya.

= Gl




4)

5)

Kemudian meng-input transaksi berdasarkan SPM

dan data kontrak.

Petugas SIMAK BMN memberikan ADK ke Petugas
SAIBA setiap bulan.

Petugas SAIBA mencocokkan jurnal kiriman SIMAK
BMN dengan buku besar. Jika terdapat perbedaan
periksa pemutakhiran aplikasi SIMAK BMN dan
SAIBA selanjutnya melakukan pengiriman ulang
ADK dari aplikasi SIMAK BMN ke aplikasi SAIBA.

e. Prosedur Rekonsiliasi Laporan Realisasi Anggaran

(LRA).

1)

2)

S)

PPSPM (untuk Rekonsiliasi Pagu Belanja dan
Realisasi Belanja) menyampaikan revisi POK dan

SPM/SP2D ke petugas SAIBA.

Bendahara  Pengeluaran (untuk  Rekonsiliasi
Pengembalian Belanja) menyampaikan bukti setor
ke kas negara dan SPM/SP2D potongan belanja ke
petugas SAIBA.

Untuk rekonsiliasi pagu belanja, pastikan Satker
telah menginput data RKA KL/DIPA/POK ke dalam
aplikasi SAIBA sesuai dengan RKA KL/DIPA/POK
Revisi Terakhir.

Untuk rekonsiliasi realisasi belanja, pastikan
Satker telah menginput data dokumen
SPP/SPM/SP2D/SP3/MPHL-BJS ke dalam aplikasi
SAIBA atau mengcopy data dari aplikasi SAS dan
membandingkan dengan rekapitulasi SP2D dari
PPSPM (OMSPAN).

Untuk rekonsiliasi Pengembalian Belanja, pastikan

Satker telah menginput data pada dokumen SSPB,
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7)

Bukti Validasi Pengembalian Belanja dari KPPN
(Bukti Penerimaan Negara) dan Potongan SPM yang
telah diterbitkan SP2D ke dalam aplikasi SAIBA.

Untuk rekonsiliasi Estimasi Pendapatan, pastikan
Satker telah menginput data estimasi pendapatan

pada dokumen DIPA ke dalam aplikasi SAIBA.

Untuk rekonsiliasi Realisasi Pendapatan, pastikan
Satker telah menginput data pada dokumen SSBP,
Bukti Validasi pendapatan dari KPPN (Bukti

Penerimaan Negara).

Upload File

Setelah melakukan rekonsiliasi internal satker, Upload File
pada menu “Kirim ke KPPN kumulatif bulan” aplikasi SAIBA
ke aplikasi e-rekon & LK.

Unduh Berkas (Download File) Hasil Rekonsiliasi.

Penyelesaian Hasil Rekonsiliasi

Penyelesaian hasil rekonsiliasi melalui aplikasi e-rekon & LK

terdiri dari:

a. Penyelesaian Hasil Rekonsiliasi Pagu Belanja

Rekonsiliasi Pagu Belanja dilakukan dengan  cara

membandingkan pagu belanja yang dicatat pada

aplikasi SAIBA dengan aplikasi SiAP termasuk pula

kode BA, Eselon I, Kode Satker, Program, kegiatan,
Output, Akun, Jumlah Rupiah, antara KPPN dengan

Satker, dapat dijelaskan sebagai berikut :

1)

Jika terdapat selisih dengan KPPN, Petugas SAIBA
menelaah penyebab ketidaksesuaian data;
Konfirmasi ke PPSPM;

Petugas SAIBA menginput revisi DIPA pada Aplikasi
SAIBA;
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4) Jika masih terdapat selisih maka satker membuat
Surat Pernyataan Selisih Rekonsiliasi yang
ditandatangani Kepala Satuan Kerja;

Penyebab Umum terjadi selisih antara lain:

e SiAP belum update revisi pagu Belanja; maka
Satker harus menyampaikan DIPA atau RKA-
KL revisi terakhir ke KPPN;

e SAI belum update revisi pagu belanja pada
SAIBA; maka Pejabat Perbendaharaan agar
menyampaikan revisi DIPA/POK ke petugas
SAIBA.

b. Penyelesaian Hasil Rekonsiliasi Realisasi Belanja dan

Rekonsiliasi Realisasi Pengembalian Belanja

Rekonsiliasi Realisasi Belanja dan Rekonsiliasi Realisasi
Pengembalian  Belanja  dilakukan dengan cara
membandingkan Realisasi Belanja yang dicatat pada
aplikasi SAIBA dengan aplikasi SiAP termasuk pula Kode
BA, Eselon I, Kode Satker, Program, Kegiatan, Output,
Akun, Jumlah Rupiah, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Jika terdapat selisih realisasi belanja, Petugas SAIBA
menelaah penyebab ketidaksesuaian;

2) Menelusuri pada aplikasi Online Monitoring SPAN
(OMSPAN);

3) Konfirmasi ke Pejabat Penerbit SPM/Bendahara
Pengeluaran untuk memperoleh dokumen sumber
sesuai data pada aplikasi OMSPAN;

4) Petugas SAIBA menginput kekurangan data
dokumen:

* Rekonsiliasi belanja: SPP/SPM/SP2D/SP3
pada Aplikasi SAIBA;

i



e Rekonsiliasi realisasi pengembalian belanja:
Bukti Validasi Penerimaan Negara pada
Aplikasi SAIBA;

5) Jika masih terdapat selisih maka dibuat Surat
Pernyataan Selisih Rekonsiliasi ditandatangani
Kepala Satker.

e Penyebab Umum  terjadi  selisih dalam
rekonsiliasi Belanja:

a. SP2D batal masih tercatat pada data SAU;
maka  petugas SAIBA  menyampaikan
dokumen Pembatalan SP2D dan
memcantumkan dalam Surat pernyataan
selisih Rekonsiliasi

b. Selisih Rekonsiliasi Realisasi Belanja dengan
Sumber dana PHLN karena satker terlambat
memperoleh SP3 maka satker meminta
dokumen sumber berupa SP3 ke KPPN
Khusus PHLN sebagai dasar pencacatan
kedalam aplikasi SAIBA.

e Penyebab Umum  terjadi  selisih  dalam
rekonsiliasi Pengembalian Belanja antara lain:

a. Pengembalian Belanja yang disetorkan oleh
pihak ketiga yang biasanya terkait de;lgan
hasil pemeriksaan; maka satker menelusuri
pada Aplikasi OMSPAN kemudian
konfirmasi ke PPK.

b. Transaksi bukan milik Satker; maka satker
menelusuri  pada  Aplikasi  OMSPAN/
SIMPONI dan melakukan klarifikasi kepada
penyetor berdasarkan informasi dari Simponi
serta mencetak Bukti Penerimaan Negara

pada Aplikasi SIMPONI. Hasil penelusuran
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c.

dijelaskan pada surat penyataan selisih hasil
rekonsiliasi.

c. Jika terdapat kesalahan penulisan akun
pengembalian belanja pada bukti validasi
setoran (misalnya pengembalian belanja gaji
tertulis sebagai pendapatan pengembalian
belanja TAYL); maka satker membuat surat

permohonan ralat akun ke KPPN.

Penyelesaian Hasil Rekonsiliasi Estimasi Pendapatan dan

Rekonsiliasi Realisasi Pendapatan

Rekonsiliasi Estimasi Pendapatan dan Rekonsiliasi
Realisasi  Pendapatan  dilakukan  dengan  cara
membandingkan Estimasi Pendapatan yang dicatat pada
aplikasi SAIBA dengan aplikasi SiAP termasuk pula kode
BA, Eselon 1, Satker, akun dan jumlah rupiah, dapat
dijelaskan sebagai berikut:
1) Jika terdapat selisih, Petugas SAIBA menelaah
penyebab ketidaksesuaian;
e Penyebab selisih Rekonsiliasi Estimasi
Pendapatan:
SiAP belum update data revisi DIPA; maka
satker menyampaikan DIPA revisi terakhir
kepada KPPN dan Kanwil agar dapat
mengupdate data Estimasi Pendapatan
terakhir.
e Penyebab  selisih  Rekonsiliasi  Realisasi
Pendapatan:
Menelusuri pada aplikasi Simponi dan OM

SPAN dan Konfirmasi ke Bendahara
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Penerimaan/Bendahara Pengeluaran untuk

memperoleh dokumen sumber

2) Setelah tahap huruf b dilakukan

a. Rekonsiliasi Estimasi Pendapatan:
Petugas SAIBA menginput Target PNBP dan
Revisi pada Aplikasi SAIBA;
b. Rekonsiliasi Realisasi Pendapatan:
Petugas SAIBA kembali menginput Bukti Validasi
Penerimaan Negara pada Aplikasi SAIBA;

3) Jika masih terdapat selisih maka dibuat Surat
Pernyataan Selisih Rekonsiliasi ditandatangani
Kepala Satker;

c. Penyebab umum terdapat selisih antara lain:

a) Transaksi pendapatan bukan transaksi
satker karena kesalahan kode satker atau
karena pendapatan tidak sesuai tusi satker,
maka petugas SAIBA tidak mencatat
transaksi tersebut dan mencantumkan
keterangan selisih dalam surat pernyataan
selisih rekonsiliasi. Selanjutnya satker
membuat permohonan perbaikan transaksi
penerimaan Negara (perubahan kode
satker] dan menyampaikan ke Biro
Keuangan untuk selanjutnya berkoordinasi
dengan  UAPPA-E1  terkait. @ Misalnya
penerimaan sewa beli rumah Negara
golongan III (423123) yang tercatat pada
satker Biro Keuangan seharusnya dicatat
pada satker Bina Penataan Bangunan,
dimintakan perubahan kode satker ke

KPPN.



5.

b) Transaksi pendapatan salah kode akun
maka bendahara membuat surat ralat kode
akun  pendapatan  untuk  kemudian
dikoreksi dalam aplikasi SAIBA.

d. Penyelesaian Hasil Rekonsiliasi Mutasi Uang Persediaan.

Penyelesaian Hasil Rekonsiliasi Mutasi Uang Persediaan

dapat dijelaskan sebagai berikut :

1)

S)

Jika terdapat selisih, Petugas SAIBA menelaah
penyebab ketidaksesuaian;
Menelusuri pada aplikasi OM SPAN/SIMPONTI;
Konfirmasi ke Pejabat Penerbit SPM dan Bendahara
Pengeluaran;
Petugas SAIBA kembali menginput data Dokumen
SPP/SPM/SP2D Uang Persediaan (UP), Tambahan
Uang Persediaan (TUP), Bukti Validasi Penerimaan
Negara Setoran Sisa UP/TUP pada Aplikasi SAIBA;
Jika masih terdapat selisih maka dibuat Surat
Pernyataan Selisih Rekonsiliasi ditandatangani
Kepala Satker.
d.Dan jika sampai dengan batas waktu rekonsiliasi
berakhir masih terdapat selisih maka satker
melakukan perbaikan data dan membuat surat

permohonan reset BAR ke KKPN.

Melakukan penelaahan menu daftar pada aplikasi e-rekon

untuk kemudian dilakukan koreksi, antara lain:

a. Jurnal tidak lazim;

Jurnal tidak lazim disebabkan kesalahan pada saat

melakukan penjurnalan tidak sesuai dengan saldo

normal akun.
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b. Aset belum di-register;

Terdapat saldo aset belum diregister disebabkan karena
perolehan aset di aplikasi persediaan dan/atau SIMAK
BMN belum sesuai dengan nilai SP2D belanja aset di
SAIBA.

Maka petugas SAIBA, mencocokkan buku besar akun
aset belum diregister dengan daftar transaksi pembelian
persediaan pada aplikasi persediaan dan daftar SPM

terkait BMN pada aplikasi SIMAK BMN.
Saldo tidak normal;

Saldo tidak normal misalnya saldo utang tercatat di
debit atau saldo aset tercatat di kredit (kecuali saldo
penyisihan piutang dan akumulasi penyusutan). Hal ini

terjadi karena kesalahan penjurnalan.

Maka petugas SAIBA, melakukan koreksi atas jurnal
yang tercatat sehingga sesuai dengan saldo normal

(terlampir).
. Pengembalian belanja melebihi realisasi belanja;

Disebabkan antara lain :

¢ Kesalahan kode akun (transaksi yang seharusnya
pendapatan tetapi dicatat dengan kode akun

pengembalian belanja).

Maka petugas SAIBA melakukan konfirmasi dengan
bendahara untuk menyampaikan permohonan ralat

akun ke KPPN.

e Kesalahan kode Output/Komponen yang tercantum

pada bukti setor.
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Maka petugas SAIBA melakukan konfirmasi dengan
bendahara untuk dilakukan ralat kode
Output/Komponen.

e. Realisasi belanja tanpa pagu;

Disebabkan karena petugas SAIBA belum mengupdate
revisi DIPA/POK, maka petugas SAIBA menginput revisi
DIPA/POK terakhir.

f. Neraca tidak balance.

Disebabkan karena aplikasi SIMAK BMN dan/atau
aplikasi persediaan belum menggunakan update

terakhir,

Maka petugas SIMAK BMN dan/atau persediaan

melakukan update aplikasi.

6. Upload ulang hasil perbaikan data ke aplikasi e-rekon & LK
sampai terbit Persetujuan Berita Acara Rekonsiliasi (BAR)

oleh Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi KPPN.
7. Penandatanganan Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) oleh KPA.

e Jika telah mendapatkan status “menunggu tanda tangan
KPA” maka KPA meng-input user name dan password
KPA. Sehingga status berubah menjadi “BAR siap di

download”

e BAR di download dan dicetak, untuk kemudian

disampaikan ke KPPN beserta dokumen pendukung.

Format Berita Acara Rekonsiliasi sebagaimana tercantum dalam
lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat

Edaran Menteri ini.
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M.

Penyampaian Laporan Keuangan

Setelah BAR ditandatangani oleh Kepala Seksi yang menangani
Akuntansi pada KPPN an. Kuasa BUN dan Pejabat
Penanggungjawab Rekonsiliasi an. KPA, Petugas SAIBA
menyerahkan Laporan Keuangan ke KPPN dan ke Unit Akuntansi
Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah/ Eselon I yang terdiri
dari:

1. Berita  Acara  Rekonsiliasi Bulanan  yang sudah
ditandatangani

Arsip Data Komputer (ADK) Bulanan

Neraca Bulanan yang telah ditandatangani oleh KPA

Neraca BMN

o R

Laporan Realisasi Anggaran Bulanan yang terdiri dari :
a. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan
b. Laporan Realisasi Anggaran Belanja
Laporan Operasional Bulanan
Laporan Perubahan Ekuitas Bulanan
Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara (LPJ) Bendahara

Pengeluaran dan Penerimaan

Kebijakan Rekonsiliasi
Tingkat Eselon I:

1. Penanggungjawab Eselon I melakukan validasi atas data yang

diupload satker pada e-rekon & LK.

2. Penanggungjawab Eselon I dapat menginstruksikan satker
untuk melakukan upload ulang agar data pada e-rekon & LK
diperbaiki.

3. Penanggungjawab Eselon I dapat meminta penjelasan kepada

satker apabila melakukan upload ulang tanpa proses telaah

laporan keuangan oleh Eselon L.
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Kebijakan K/L

1. Penanggungjawab UAPA melakukan validasi atas data Eselon

I di e-rekon & LK.

2. Penanggungjawab UAPA melakukan monitoring atas status

upload satker pada e-rekon & LK.

3. Penanggungjawab UAPA melakukan monitoring data suspen

(selisih SAI dan SiAP).

Penyusunan LRA Pendapatan dan Belanja mengacu pada

kebijakan akuntansi pendapatan LRA dan Belanja LRA sebagai
berikut :

1.

Kebijakan Akuntansi Pendapatan

Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto

sesuai nilai pada Bukti Penerimaan Negara atau bukti setor

lainnya.

Estimasi Pendapatan dicatat sesuai dengan nilai pada DIPA

Penyajian

a.

Realisasi Pendapatan LRA disajikan menurut jenis
pendapatan sebagaimana yang tertuang dalam PP yang
mengatur tentang Tarif dan Jenis PNBP pada Kementerian
PUPR dan PNBP umum yang dipungut oleh Satker di
Kementerian PUPR.

Estimasi Pendapatan-LRA disajikan menurut jenis

pendapatan.

Setoran Pendapatan yang berasal dari Tuntutan Ganti
Rugi KDO dan BMN lainnya dibukukan pada Laporan
Realisasi Anggaran Satuan Kerja dimana aset tersebut

dicatat.
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d. Pendapatan atas sewa rumah negara Golongan I dan II
dibukukan pada Satker dimana aset tersebut dicatat
dengan menggunakan akun pendapatan sewa tanah,

gedung dan bangunan 423141.

e. Pendapatan atas sewa rumah negara Golongan III yang
belum ada perjanjian sewa beli, dibukukan pada
Kementerian PUPR (BA 033) Unit Organisasi Eselon I
Direktorat Jenderal Cipta Karya (Kode E1:05) Satker
Direktorat Bina Penataan Bangunan (Kode Satker 452780)
dengan menggunakan kode akun pendapatan sewa tanah,

gedung dan bangunan 423141.

f. Pendapatan penjualan sewa beli rumah negara Golongan
III yang telah ada perjanjian sewa beli, dibukukan pada
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (BA
033) Unit Organisasi Eselon I Direktorat Jenderal Cipta
Karya (Kode E1:05) Satuan Kerja Direktorat Bina Penataan
Bangunan (Kode Satker 452780) dengan menggunakan
akun pendapatan sewa beli 423123.

g. Setoran Pendapatan yang berasal dari Tuntutan
Perbendaharaan, PNBP fungsional dan PNBP umum
lainnya dibukukan pada Laporan Realisasi Anggaran

Satuan Kerja yang bersangkutan.

Kebijakan Akuntansi Belanja

Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari
Rekening Kas Umum Negara. Khusus pengeluaran melalui
bendahara pengeluaran (uang persediaan), pengakuan

belanja terjadi pada saat SP2D terbit.

Akuntansi belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto

sesuai nilai pada SPM yang telah diterbitkan SP2D.
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Belanja disajikan berdasarkan jenis belanja baik pada ikhtisar

Laporan Keuangan maupun pada CaLK.

Untuk Surat Perintah Pengesahan dan Pembukuan (SP3)
bertanggal sampai dengan 31 Desember tahun berjalan dan
diterima oleh satuan kerja sebelum tanggal 20 Januari tahun
berikutnya, dibukukan pada Laporan Keuangan Tahunan
Unaudited Satuan Kerja. Satuan Kerja wajib menyajikan seluruh
surat permintaan pembayaran/ Withdrawal Aplication (WA) yang
belum diterbitkan SP3nya dalam CaLK.

Untuk SP3 bertanggal sampai dengan 31 Desember tahun berjalan
yvang diterima satuan kerja pada/setelah tanggal 20 Januari tahun
berikutnya, dibukukan pada Laporan Keuangan Tahunan Audited
di tingkat Satuan Kerja, Tingkat Wilayah, Tingkat Eselon I dan

Tingkat Kementerian.

0. Penutup

Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Demikian atas perhatian Saudara disampaikan terima kasih.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Januari 2017
a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT

Sekretaris Jerderal

Tof. /3> i¥a Firmanti
NIP 1960(}6/5 198703 2 001

Tembusan Disampaikan Kepada Yth.:
1. Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (sebagai laporan); dan

2. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya.
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LAMPIRAN I
SURAT EDARAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKVAT

NOMOR 03/SE/M/2016

TENTANG

PROSEDUR REKONSILIASI INTERNAL DAN
EKSTERNAL LAPORAN KEUANGAN SATUAN
KERJA DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT

BAGAN ALIR PROSES REKONSILIASI INTERNAL DAN EKSTERNAL

Rekonsiliasi Internal Satuan Kerja:
© -Rekonsiliasi Kas
- Rekonsiliasi Kas Lainnya
- Rekonslliasi Persedizan
- Rekonsiliasi Aset Tetap
dan Aset Lainnya

+

Beda  sesomsse Telazh

l Sama

Penandatanganan Berita
Acara Rekonsiliasi (BAR}) s
Internal

Upload File ke aplikasi
erekon & LK

¥

Rekonsiliasi Eksternal
dengan KPPN

¥

Download hasil

— Telaah B S—
rekonsiliasi eksternal - 2

1
Beda

\

Upload ulang hasil perbaikan ¢ Penyelesaiar perbedaan
data ke aplikasi e-rekon & LK hasil rekonsiliasi

\/

Penandatanganan Berita Acara
Rekonsiliasi {BAR) antara KPPN s Sama m———
dengan KPA ’

a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT

Prof. ta Firmanti
NIP 19600615 198703 2 001




LAMPIRAN II

SURAT EDARAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT

NOMOR (3/SE/M/2017

TENTANG

PROSEDUR REKONSILIASI INTERNAL DAN
EKSTERNAL PADA SATUAN KERJA DI
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT DALAM RANGKA
PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

BERITA ACARA REKONSILIASI

l KOP SATUAN KERJA

BERITA ACARA REKONSILIASI INTERNAL DATA KEUANGAN DAN BARANG MILIK NEGARA
PADA SATKER ........

NOMOR :
Pada hari ini ...... tanggal ...... bulan ...... tahun ........ , bertempat di Biro Keuangan, kami yang bertanda tangan di bawah
ini menyatakan bahwa telah melakukan Rekonsiliasi Data Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) pada lingkup
internal Satker ...... yang disusun oleh unit akuntansi keuangan untuk periode Tahun Anggaran ..., dengan hasil sebagai
berikut:
Hasil Rekonsiliasi Data Keuangan dan BMN
No Akun Nerbes E Nilai Keuangan dan BMN periode Bulan .... TA .....
Saldo Akhir Saldo SAIBA Tanda Tangan
[E8] () 3) (4)
A. | DATA KEUANGAN
1. |Kas
{nama) (nama)
Bendahara Petugas SAIBA
2. |Belanja Modal
(nama) (hama)
Petugas SIMAK Petugas SAIBA
B. |DATA BMIN
1. |Persediaan
2. |Tanah
3. |Peraiatan dan Mesin
4. |Gedung dan Bangunan
5. lJalan, Irigasi dan Jaringan
6. |Aset Tetap Lainnya
7. |Akumulasi Penyusutan
2. |Konstruksi Dalam Pengerjaan
9. |Aset Tetap yang Tidak Digunakan
10.|Aset Tidak Berwujud
11.|Asetlain-lain
12.|Kerjasama dengan Pihak Ketiga
(nama) (hama)
Petugas SIMAK Petugas SAIBA

Rincian Terlampir

Mengetahui,
Kepala Satker ........

(Nama)
NIP.

g -



TATACARA PENELUSURAN PENYELESAIAN PERBEDAAN
HASIL REKONSILIASI EKSTERNAL

menelusuri Dokumen SP2D, SSBP, SSPB Pada Aplikasi OM SPAN:

I. Dokumen SP2D

1. Masuk ke web site : http:/ /spanint.kemenkeu.go.id/spanint/app/#

& ¢ ] spanintkemenkeu.go.idspeningapn /=

3 Apl s Suggestsd Sites

2018

2. Masukan Nama Pengguna dan Kata Sandi
3. Klik "Masuk”

Kiasuk

Selamat Datang di Online Monitoring SPAN

5ami bery 37 memiouat pesutishan yang Eukisp Besar: Aa memiki 30 etk waki iang? M felus i aps yaog bar

{ esssme >

Gunakan browser terbary
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4. Pilih Menu

-0
b
B
(1]

€ - C [1spanintkemenkeugoid/spanir

Selamat Datang di Online Monitoring SPAN

Kami bani saja membuat perubahan vang besar Anda memiliki 30 detik waktu luang? Mari telusur apa yang baru

Gunakan browser terbaru

Demi menghadikan pengdaiaman yang lebih baik bagi Anda, Online Monitonng SPAN Kini menggurakan beberapa
teknologi yeng hanva dapat dijalankan pada brov ersi tethanu, Kari mohon maaf atas ket /aranan vang
mungkin timbul

B TENTANG APLIKAS) @ JERANG &

Hald invoice

Menamnlian Invgics ¥

Dartar Penoclakan PMRT

& BERANDA renamp D Bamae e PRRT
& DASHBOARD
Daftar SP2
<l MODUL PEMGANGGARAN klenamo
© DATA KETERSEDIAAN DAMNA (FUMND AVAILABLE} 5
- rebap penaerbilan SPZD
= MODUL KOMITMEN B
2 2 Karwas UP
EH  nODUL PEMBAYARAM Bieaaw i i
i Fersedisan
B4 MODUL PEMNERIMAAN :
Karwas TUP
W MODUL BANK P Bikan K
5 ssdis
& DATA SUSPEND '
"  MMODUL RENKAS
£ MODUL REKOMSILIAS]
- REFERENSE
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6. Daftar SP2D

€+ ¢ ; spanint kemenkeu.go.i
1 Aol B Suggested Sites

@@y B

HENU C B @ KELUAR

Daftar SP2D Satker

Data
Tanggal Cek
3 Tanggal g . Tanggal Jenis )
Ho MNomor 8P20 3;4;@;;( SPID Nikai SP2D Memor invoice i Jenis SPM P20 Deshripsi If‘vhl?:: CP_ﬂihl

1 1613913020023%9

4032008

980032016 01-03-2016  GAJILAINNYA HON  PERIBAYARAN BELANJA PEGAWA| GAJI PRAMUBAKTI DAN FENCEMUDL
ANl BULAN FEBRUARI 2016 BIRC KEUANGAN

2 34-03-2016 a004; 07032018 HON  Fembayaran & 3ran s6sUal SPK No. KU 08.08-5ATKEU. 4452015 Cek
GAN | tanggal 22 Febran T No. PL 02 04-SATKEL.411512076 tanggal 5 Abty
Februan 2015 BAP o, K08, 1-SATREL 4!*5:2016 lanogal 26 Februar 201
3 161391302002405 5,152,500 03-03-20°5 NONGAN HCN 5 SK KPA Satker Biro K Cl £

ISATKED 3120

GAJl ari 2016 Aan
i NONGAJ HON Cek
can A
5 1E1301302002407  03-03-201% 570,000 800372015 NONGAJI NON  Pembaysran Eelanja Barang sesual 8PD No KUD205-SATKEL 3107 Tangaal * Ce
AN Februan 2016 Ak

5 0502002430 DOREE 040320

000447/598003/20:5

1E4Y ARAN BELAMN JA BARANG SESUAL KUITANS! NG O03KAUMKAZD 'S
4L 0 FEBRLARI20%

T 1613813

02-03-2016 - 25862320

NON  Pambayai esuai Knitansi No AT2018 Tanggal
SAR  SFepui20d

000357848003,

NON GAIl NON  Pembayaran Belanja Barang sesual SPK Mo, KUL0S.00-SATKEL 411 52016 Cel E

© Pilih minimai 1 Data SP20 sebelum melanjutkan. Lag

II. Dokumen SSBP
1. Pilih Menu

= MEny

Selamat Datang di Online Monitorin:

Kami baru saja membuat perubahan yang cukup besar. Anda memiliki 30 detik wakiu luang? Mari felusuri apa yang baru

Gunakan browser terbaru

Dermi menghaditkan pengalaman yang lebih baik bagl Anda. Onlie KonRoing SPAN kini menggunakan beberapa
teknologi vang hanya dapal dijalankan pada biowser versi teebaru. Kami mohon n2af atas ketidaknvamanan vang
mungkin timbut,

‘AN B TENTANG APLIKASI

@ TERA



2. Klik Modul Penerimaan

€ » C [) spanintkemenkeu.go.id/spanint/app/#h

327 Apl B Suggested Sites

BIRO KEUANGAN

Bionitoring Potongan SPr (Satker
Pembayar)
Fe

®# BERANDA

KMonitoring Potongan SPM (Satker
Penerima)

& DASHEDARD

<= MODUL PENGAMGGARAN
Realisasi Pendapatan per Akun

D DATA KETERSEDIAAN DANA (FUNDC AVAILABLE)

e

= WMODUL KOMITMEN
FPengemballan Fendapatan

il

MODUL PEMBAY ARAN

Fangembatan

B MODUL PENERIMASN
M MODUL BANK

& DATA SUSPEND

ez MODUL RENKAS

£] MODUL REKONSILIASI

REFERENSI

A

3. Klik Monitoring Potongan SPM (Satker Pembayar)

€ € [ spanint kemenkeu.go.id s

T Aol Suggested Sites

Y FILTER DATA
Mo, SPM Ho. SPZONTEN
Ho. Tol SPM Tgl. $P2D Satker Pembayar Uraian SPHE A
. No. Taginan

Harag isi filter terlebih dahuly

salan satu 031 Nemor SP2DNTP. Noror SPH. Kede Satker ar
Tanggal Pensrimaan s i
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4. Isi Nomor SP2D, Nomor SPM, Kode Satker, Tanggal Penerimaan

kemudian klik ” Terapkan Filter ”

€ - € [ spanintkemenkeu.goid/spanintiapp/Esaan databPNd staBRR
#5apl I Suggestad Sitex

= MENU

Monitoring Potongan SPM (Satker Pembayar)

o Ho. SPRDNTPY
o, Tl SP2D SatverPembayar Uralan SPH
0L SEM No. Tagihan

Harapisi Fiter terlebin dahuly

O TENTANG APLIKAS|

At

& KELUAR

RSN e B FOF  (MEXCEL

161391302002053

000347/8980032018

: 02:022016 sd. 02032018

CRRT S

5. Monitoring Potongan SPM

Eal d-spauim‘kemenkeig.o.id;
£ il B SogeieSes

3201680 0232016

No.5PiL No. SP2DNTPN

Satker 3
No. Tgi SF2D Uralae: SPH
Tql SPH Yo Tagian Pembayar
O03TSB0I20E  G130I0002083  BO6003 PEHEAYARAN BELANA BARANG SESUALKUITANSINCLA0tKutNDA0E TANGRAL &
2402018 003208 FEBRUARI 2010
1600336742

2 DDOBTASOUISZNIE  *1301300002063  AO6003 PEHBAVARAN BELANJA BARANG SESUAI KUTANSINC.00 DI

29000 0263205 FEBRUARI 2016

BT

4 KELUAR

YBAIFLTER  RP0F Roen

Atas Nama Setoran- A Juniah

- GV NALIBA Pendapatan PPN Dalam 128 2700055
DESTI Kagen

CUNALISA PendapalanPFRPasal 22 411122 408388
DESTIA

- 34 -



III.

Dokumen SSPB
1. Pilih Menu

€ G U spanintkemenkeugo.d

Selamat Datang di Online Monitoring SPAN

IKami baru saja membuat perubatian yang cukup besar. Anda memiliki 30 delik waktu luang? Han telusun apa yang baru

Gunakan browser lerbaru

Cem menghaciikan pengalaman yang lebin bailk bag Anda. Oniing Morkenag SPAN Kinl MERgoUnakan beberapa
teknologt vang hanya dapat dijlankan pada browser versi terbars. Kami mohon maaf atas kelidakeyamanan yang

mungkin timbul

© TENTANG APLIKAS

2. Klik Modul Penerimaan

€ -» C [3 spanintkemenkeu.go.d/s
B Suggested Sites

325 Ap!

BIRO KEUANGAN

rdonitoring Potongan SPM (Satker
Pembayar)

# BERANDA

KMonitoring Potangan SPM. (Satker

& DASHBOARD o)
<= MODUL PENGANGGARAN

@ DATA KETERSEDIAAN DANA (FUND AVAILABLE)
=  MODUL KOMITMEN

= MODUL PEMBAYARAN

£ MODUL PENERIMAAN

Im MODUL BANK

A DATA SUSFEND

s MODUL RENKAS

21 MODUL REKONSILIASI

*+ REFERENSI

-35-



Pengembalian Pendapatan

e
i 20l b Suggested Sites

* spanintkemenkeugo.id,

NO Kode Saticer | Baes1 Nama Satker

Jan

GRAND TOTAL 0

L.
8
n

& KELUAR

P0F [P EXCEL

Feb

IV. Dokumen Penganggaran

Klik Modul Penganggaran

=

=T Apl

(e

E= Suggested Sites

L9 spanint.kemenkeu.go.id/span

BIRO KEUANGAN

# BERANDA

@& DASHBOARD
<= MODLUL PENGARNGGARAN

© DATAKETERSEDIAAN DANA (FUND AVAILABLE)

1}

MODUL KOMITMEN

fl

MODUL PEMBAYARAN

MODUL PENERIMAAN

E

MODUL BANK

> B

DATA SUSPEND

3

MODUL RENKAS

&

MODUL REKCONSILIAS!

+H

REFERENSI

nt/ap

Informasi Revisi DIPA

21 565 revis

@

Darftar DIPA dalam Proses Revisi

Fenolakan Revisi Karena Menyebabkan
Pagu hMinus

- 36 -



Di dalam Modul Penganggaran ada beberapa pilihan antara lain:

1. Pilih Informasi Revisi DIPA

€ € [ spanintkemenkeugoid;

5 4pl [ Sugpested Sies

= MENU

Data Revisi DIPA

No No.DIPA p
o DIPAGE0NUS00R016 o
T DIPAGSHOL: BUB00IR0 i
5 DIPAGA0LT 366003201 i
4 DFAGE0LIAOIG o
3 DIPA-033C1 % 3980032015 0
] DIF4-033.01.% 3980032015 i)
7 DPAMBOLIGNNNG O
§ DPASBOLISGENNZ0E O
§ DIPADIR0L 9ENSENE ’

10 DIPA-033.01. 506003205

PINDAH KE HALAMAN L]

Tanggal Post
Revisi

01220

162.016.000

2359,000

747,506,000

7209000

450850 030

30.500,008,000

Satker

06003

$96005.

505003

£96003

805605

896003

0330107

51192 0330107

@33010¢

0530107

2363904

2363904

1363604

2383804

2363084

2363084

383004

2383984

Dana.

A00000600°

200000008

#000000001

00000009

400009006

400000005

300000001

4000g000®

420000000+

£00000000°

Bank

0000

000

0070

dacon

000

30050

00030

50000

Kewe-

Tipe.
nasgan  Anggeran

2

2

2

Koloiari

400000

000000

300000

000000

000000

000000

000200

003000

006209

060300

Kode
Cadangan
400000
009000
100060
900000
060060
900000
400000
903000

B0

i

2. Pilih Daftar DIPA Dal

& £ |7 spanint kemenkeu.go.id sps

H gl b Suoosted Stes

= MENU

Daftar DIPA dalam Proses Revisi

Kotie Satker

Nama Satker

KPP

Tidok Ade Data

am Proses Revisi

Revisi ke-

Tahapan Proses

BPOF  [AEXGEL

Tangal
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Pilih Sisa Pagu

€ - C 5 spanintkemenkeugo.
Al Dy Suggested Sites

Parcadangan

WMo Saer  KPPN  Awn  Prgum  Ompn Dam ;‘;;I Pogu Reaisasi Dana Tersedia
Konuak BioKirRevisi nvoice

9 398003 139 EZ0000 035000 2363001 ABOONS000* 4 ] o a 183342950 3042322050

2 898303 gk E20000 0330182 2363002 ADHO0G000: 1 5706000.008 1] 2 124,795,440 5522,'03350

& 206003 138 000 033010t AB00DO0001 1 3500000000 ] L2 98,335,785 5220661825

4 896003 139 B20000 0330101 2383004 AD0OGO00T: 000 246400030 ] 13 E40958504

3 B98003 » B20900 0330101 2383204 ADDODOG0G® 0 i} ] a 50.609.000

] B9E003 3 B10000 0330101 2383004 A0000800¢ 1 i} ) 38220445

7 895003 30 B 033010 383904 AD0O00AG0 1 430580900 1 ] g 335000

§ 898303 B Brady 0300t 2330 AD00A0003 600 (1] ) i

§mEN U BN BN0Y  ZWNSL  ADDODDOON ] ¢ I % 2T

Total 30,500.800,000 371,500,000 0 9 2170089104 27958430896

& - C Y spaninthemenkeugoidspo
i 25l Suggesed i

#

No Tanggal Error Satker KPPN Akun Program Qutput Dana Desknpsi

Tidak Ada Data
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€ - € [ spanint kemenkeu.goid spanint/anp/#span/dataliPA/ DalaRealisas fr@ay =
gl b g s

2 MENU

Pagu dan Realisasi Belanja

TATRDATA BPOF  REKCE

Jeris Belanja

Ko BA-Satker Hama Satker KPPN Ket Total

Pegawai Barang Modal Beban Bunga Subsidi Hibah Bensos  Laimdain  Transfer
033-80200:  BIROKEUANGAN 138 ] ] 0 0 ] 0 0
[ 1 il 0 0 [ [
000% 000% 000% 000% 000% 000% 200%
isa 311074155 a 9 0 0 g 0 (1]
TOTAL PAGU 6.800,000,000 23,700,000630 0 (] [} (] ] ] 0
REALISASI 988,925,845 1181443259 0 0 (] ] 0 [
PERSENTASE [1454%) 498%)  (0.00%) (000%)  (0.00%) [0.00%) (0.00%) (0a0%) [0a0%}

SI5A 511,074,155 2518856741 0 0 1] 0 i ] 0 2832393089

PRDAHKEHALAMAN W N 170 4 W

@ TENTANG APLIKASL. 9. TERANG

a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT

NIP 19600g15 198703 2 001
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LAMPIRAN III

SURAT EDARAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT

NOMOR 03/SE/M/2016

TENTANG

PROSEDUR REKONSILIASI INTERNAL DAN
EKSTERNAL LAPORAN KEUANGAN SATUAN
KERJA DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT

SURAT PERNYATAAN ATAS PERBEDAAN DATA REKONSILIASI

KOP SATUAN KERJA

SURAT PERNYATAAN ATAS PERBEDAAN DATA REKONSILIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : BudiSantoso
NIP 1 197807122000121005
Jabatan : Kepala Subbagian Tata Usaha Biro Keuangan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa transaksi setoran pendapatan yang menjadi perbedaan antara SiAP dan
SAl pada rekonsiliasi data antara Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Biro Keuangan dengan Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara (KPPN) lJakarta (data terlampir) setelah kami melakukan penelusuran, dokumen
sumbernya tidak kami temukan/bukan transaksi pada satuan kerja kami *).

Apabila di kemudian hari transaksi dimaksud dapat dibuktikan merupakan transaksi pada satuan kerja kami, segala
kerugian yang terjadi karena tidak terbukukannya transaksi dimaksud sepenuhnya menjadi tanggung jawab kami.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya.

Jakarta, 2 Februari 2016
Yang Membuat Pernyataan

Kepala Subbagian Tata Usaha

Budi Santoso
NIP.197807122000121005

*) pilih salah satu yang sesuai
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Surat Pernyataan Atas Perbedaan Data Rekonsiliasi di lampiri :

;. | Kode BA- | Kode Tanggal | . . = Nei |-
He. ES1 Satker slan Transaksi o  Bukti -ﬂzl-l?i .Ket.er.éngal.'\.
()] & & @ ) ® | @O 8 o

a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT

/
NIP 19600615 198703 2 001
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